



HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Perbandingan Model Pemilihan Kepala Daerah Dalam Berbagai 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah 
1. Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1945 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai 
Kedudukan Komite Nasional Daerah tidak jelas mencantumkan asas 
tentang pemilihan kepala daerah, tetapi pada Pasal 3 mengatur bahwa 
Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 
orang sebagai Badan Executif. Ketentuan pasal tersebut hanya mnegatur 
Komite Nasional Daerah, kemudian timbul kata-kata dipilih, dalam hal ini 
makna kata dipilih dapat menimbulkan penafsiran bahwa dipilih dalam 
arti bebas, langsung, rahasia ataukah dipilih dalam arti ditunjuk.  
Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tidak 
menerangkan secara tegas asas pemilihan Kepala Daerah. Tetapi ketika 
memperhatikan kondisi negara yang baru berdiri tentu perangkat lembaga 
negara belumlah lengkap, oleh karena itu persoalan tersebut dapat 
didasarkan pada aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, 
bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dalam hal 
ini badan negara yang dimaksud ialah daerah karesidenan, atau daerah 
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yang berotonomi pada masa kolonial. Maka pada daerah tersebut 
diadakan Komite Nasional Daerah di seluruh karesidenan, kota 
berotonomi dan kabupaten serta daerah-daerah lain diperlukan. 
Komite Nasional Daerah yang selanjutnya menjadi Badan 
Perwakilan Rakyat Daerah, tugas utama lembaga ini yaitu menjalankan 
pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya,sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang lebih tinggi daripadanya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1945, Komite Nasional Daerah memilih beberapa orang, sebanyak-
banyaknya 5 orang sebagai badan eksekutif, yang bersama-sama dengan 
dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari. 
Sistem pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1945 tidak jelas mekanismenya, apakah dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Komite Nasional Daerah) ataukah Presiden 
sendiri yang menunjuk langsung Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 3 
jelas-jelas yang dipilih ialah Badan Eksekutif bukanlah Kepala Daerah. 
Fakta yuridis ini menunjukkan bahwa pemilihan Kepala Daerah tidak 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut, yang diatur 
hanyalah Badan Eksekutif.67  
Dalam hal pengisian jabatan Kepala Daerah menurut Undang-
Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, tidak mengatur secara tegas 
melainkan diatur dengan Undang-Undang, dan ternyata dalam Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1945 tidak juga mengatur secara tegas sistem 
pemilihan Kepala Daerah tersebut.  
2. Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 
Sejak semula Komite Nasional Indonesia Pusat dan Pemerintah 
Pusat menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 belum 
memadai sebagai dasar penagaturan dan pelaksanaan pemerintahan 
Daerah.  Hal ini dapat dibaca dalam penjelasan umum Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 sebagai berikut “Baik Pemerintah maupun Badan 
pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat merasa akan pentingnya untuk 
dengan segera memperbaiki Pemerintahan Daerah yang dapat memnuhi 
harapan rakyat, ialah Pemerintahan Daerah yang kolegial berdasarkan 
kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan ditentukan batas-batas 
kekuasaannya”.68  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok 
Pemerintahan Daerah menunjukkan asas otonomi daerah seperti yang 
dituangkan dalam Bab I ”Tentang pembagian Negara dalam daerah-
daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.69 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Pemerintah Pusat 
memberikan otonomi yang sebanyak-banyaknya. Dalam Undang-Undang 
ini tidak menggunakan istilah “Seluas- luasnya” melainkan dengan istilah 
“Sebanyak-banyaknya”. 
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Adapun tiga cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan 
otonomi daerah yang sebanyak-banyaknya berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 adalah : 
a. Pasal 23 ayat (2) yang menentukan bahwa urusan rumah tangga 
ditetapkan dalam undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap 
daerah. 
b. Pasal 28 yang memberikan peluang kepada daerah untuk 
mengambil inisiatif sendiri dalam mengatur dan mengurus 
Pemerintah sebagai urusan rumah tangga daerah dengan ketentuan 
yakni : 
1. Tidak mengatur dan mengurus segala sesuatu yang telah diatur 
dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau peraturan 
Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.  
2. Tidak mengatur dan mengurus hal-hal yang menjadi urusan 
rumah tangga daerah yang lebih rendah tingkatannya.  
3. Hak mengatur dan mengurus tersebut menjadi tidak berlaku 
jika dikemudian hari hal-hal tersebut diatur dan diurus dengan 
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.  
c. Melalui tugas pembantuan (medebewind) yang meskipun tidak 
sepenuh prinsip otonomi yang luas, tetapi di dalam tugas 
pembantuan terdapat otonomi untuk menerjemahkan kebijakan 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang lebih tinggi 
tingkatannya di dalam daerah otonom yang bersangkutan.  
Di dalam Pasal 2 diuraikan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Kepala 
Daerah disini menjabat sebagai Ketua dan anggota Dewan Pemerintah 
Daerah. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa Dewan Pemerintah Daerah 
Dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Daerah atas dasar perwakilan 
berimbang.  
Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1),(2),(3) diatur mengenai 
mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut : 
(1) Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-
sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.  
(2) Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri 
dalam Negeri sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat 
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orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten (kota besar) 
(3) Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah 
Propindi dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat 
orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Desa (kota kecil). 
 
Dalam Undang-Undang ini disebutkan secara jelas mengenai 
sistem pemilihan Kepala Daerah, sistem pemilihannya mengguanakan 
sistem penunjukan oleh Presiden bagi Kepala Daerah Propinsi, oleh 
Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah Kabupaten dan oleh Kepala 
Daerah bagi Kepala Daerah Desa.  
3. Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Penetapan Presiden 
Nomor 6 Tahun 1959 
 Dasar pemberlakuan Penetapan Presiden ini adalah Dekrit Presiden 
5 Juli 1959 tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 
dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945,70 pada ketentuan Penetapan 
Presiden tersebut mengatur antara lain tentang kedudukan Kepala Daerah 
dan bagaimana sistem Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Pada Pasal 1 
Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 mengatur bahwa Pemerintah 
Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilam Rakyat 
Daerah. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) Kepala Daerah diangkat 
dariantara calon-calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang bersangkutan. 
 Kemudian Pada Pasal 4 ayat (1) mengatur Kepala Daerah Tingkat I 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan untuk Kepala Daerah 
Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Tetapi 
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dalam ayat (3) nya diatur bahwa Presiden dan Menteri Dalam Negeri 
diperbolehkan untuk menetapkan pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I 
dan II diluar calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
 Alasan Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat 
Kepala Daerah diluar calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari instansi-
instansi sipil (misalnya Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara) dan 
instansi- instansi militer (misalnya Penguasa Perang/Darurat dalam masa 
keadaan bahaya perang/darurat).71 
Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 juga diatur 
mengenai masa jabatan Kepala Daerah tersebut, tetapi tidak jelas 
pengaturannya selama berapa lama Kepala Daerah tersebut menjabat, 
hanya diatur bahwa masa jabatan Kepala Daerah sama dengan masa 
jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah tersebut 
dapat diangkat  kembali setelah masa berakhir. 72 Tehadap periodesasi 
menjabat juga tidak diatur secara tegas berapa periode Kepala Daerah 
memimpin. 
Mengenai pengaturan masalah kedudukan Kepala Daerah sangat 
jelas tautannya dengan Pemerintah Pusat dalam sistem negara kesatuan. 
Bahwa Kepala Daerah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah 
daerah.73 Dalam hal Kepala Daerah sebagai alat pemerintah Pusat, 
berwenang; 
a) Mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah; 
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b) Menyelenggarakan koordinasi antara jawata-jawatan Pemerintah 
Pusat di daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan 
Pemerintah Daerah; 
c) Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah; 
d) Menjalankan lain- lain kewenangan umum yang terletak dalam 
bidang urusan Pemerintah Pusat;74 
 
Dalam hal sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah bertindak 
melaksanakan keweangan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam 
pemerintahan.75 
 Tentang mekanisme sistem pemilihan Kepala Daerah, dilakukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wujud implementasi dari 
demokrasi perwakilan, tetapi dominasi dari Pemerintah Pusat sangatlah 
kuat seperti yang sudah dibahas di awal tadi yakni Presiden dan Menteri 
Dalam Negeri boleh untuk tidak mengangkat Kepala Daerah di luar calon 
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Pengakuan terhadap otonomi daerah harus diakui sepanjang 
mekanisme pemilihan dan pengusulan calon yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara demokratis, karena suara 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah juga suara rakyat. Lain halnya 
jika mekanisme pemilihan dan pengusulan calon Kepala Daerah yang 
dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut terdapat kecurangan 
dan tidak demokratis, maka Presiden dimungkinkan untuk mengangkat 
Kepala Daerah diluar calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tersebut, disinilah letak titik taut kewenangan Presiden sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.76 
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Hal ini menurut penulis sangat tepat dalam sistem negara kesatuan, 
dengan catatan tetap menghargai desentralisasi yang diberikan, tetapi juga 
memberikan peluang pemerintah pusat untuk turut serta menentukan 
dalam mengambil kebijakan untuk menempuh jalan tengah jika terdapat 
penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam melakukan mekanisme pemilihan Kepala Daerah. Namun tanggung 
jawab Kepala Daerah khususnya Provinsi tetap sepenuhnya bertanggung 
jawab kepada Presiden walau dipilih dan dicalonkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga 
tidak bisa memberhentikan Kepala Daerah tersebut. Karena hal ini 
mengingat yang diamanatkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945 yakni Presiden sebagai pemegang kekeuasaan 
pemeritahan. 
Demokratisasi pengaturan Pemerintahan Daerah dalam Penetapan 
Presiden Nomor 6 Tahun 1959 sudah memberikan karakteristik 
demokratis, menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan ketentuan  Pasal 
18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai 
landasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah besar dan kecil, yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya 
didelegasikan di Pasal 4 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 
1959. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 juga telah mengatur 
status kedudukan pengakuan terhadap daerah otonom, tetapi juga tetap 
memberikan kewenangan Pemerintah Pusat dapat melakukan kontrol dan 
pengendalian terhadap daerah otonom. 
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Berdasar Pasal 1, Pasal 4 ayat (1 dan 2), Pasal 6, Pasal 15 ayat (1 
dan 2) terlihat bahwa terdapat hierarki pengaturan kewenangan pusat dan 
daerah secara nyata. Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Pusat 
mempunyai kewenangan untuk menilai terhadap keputusan pemerintah 
yang ada dibawahnya dan terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ketika dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau 
peraturan perundang-undangan. Untuk menengahi persoalan tersebut 
maka ada pada kewenangan pemerintah pusat atau Menteri Dalam Negeri 
untuk mengambil putusan. 
4. Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1965 
Pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1965 mencantumkan “sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960, haruslah berbentuk satu Undang-
Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sesuai dengan 
kegotongroyongan Demokrasi Terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang mencakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) 
yang progesif dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959,  
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, Penetapan Presiden Nomor 5 
Tahun 1960 juncto Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 serta untuk 
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mewujudkan Daerah-daerah yang dapat berswadaya dan 
berswasembada.”77 
Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengatur 
bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Daerah. Kepala Daerah melaksanakan politik Pemerintah dan  
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
menurut hierarki yang ada. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari 
Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah 
Harian.78 Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengatur 
bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan 
tugasnya mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Pasal 11 
mengatur nahwa Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
bagi Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan 
Presiden bagi Daerah Tingkat II, dan Kepala daerah tingkat I dengan 
persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat III yang ada 
dalam Daerah Tingkat I.  
Mekanisme pemilihan Kepala Daerah Tingkat I diatur dalam Pasal 
12 sebagai berikut; 
1) Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari sedikit-
dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
bersangkutan; 
2) Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat 
untuk diangkat menjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam 
Negeri atas nama Presiden untuk mengajukan pencalonan yang 
kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasana yang 
menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama.  
                                                                 
77
 Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 
78
 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 
63 
 
3) Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti ini dimaksud 
ayat (2) diatas tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka 
Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan.  
 
Untuk sistem pemilihan Kepala Daerah Tingkat II diatur pada Pasal 13 
dan Kepala Daerah Tingkat III pada Pasal 14. 
Peranan Presiden dan Pemerintah yang berada diatasnya sangat 
menentukan terhadap Kepala Daerah yang dikehendaki, hal ini memiliki 
kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pemerintah 
pusat dapat menjaring Kepala Daerah yang berkualitas yang dapat 
dianggap mampu untuk mengemban tugas sebagai alat pemerintah pusat 
dan pemeritah daerah. Kekurangannya adalah adanya kecenderungan 
pemerintah pusat mengambil alih kebijakan penentuan pengisian jabatan 
Kepala Daerah, sehingga pada akhirnya daerah tersebut menjadi tidak 
berkembang karena selalu dianggap tidak mampu dan Kepala Daerah 
selalu ditunjuk dari pusat. 
Jika sistem ini yang lebih dominan, maka desentralisasi sebagai 
alat untuk mewujudkan daerah otonom yang mandiri akan tergeser oleh 
sentralisasi, jika semakin kuat sentralisasi maka semakin tidak 
demokratis. Apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 lebih dominan ke arah 
sentralisasi, walaupun secara substansial diatur desentralisasi. Sebagai 
contohnya dalam sistem pemilihan Kepala Daerah yang ada di Pasal 
12,13,14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dominasi Pemerintah 
pusat dan Pemerintah yang berada diatasnya sangat kuat dengan dalih 
calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memenuhi 
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syarat. Kriteria memenuhi syarat sangat subjektif dari pemerintah pusat 
maupun pemerintah yang berada diatasnya. Akan berbeda jika alasan 
penolakannya karena prosedurnya,atau tata cara pelaksanaan penjaringan 
itu cacat hukum, atau curang, dengan demikian dikatakan demokratis 
maka hal itu dapat terukur. 
Konstruksi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1965 terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Telah dijelaskan dalam penjelasan umum mengenai tugas, fungsi, 
kewajiban dan kewenangannya masing-masing serta hubungan timbal 
balik antara keduanya. Kepala Daerah karena jabatannya menjadi 
kepercayaan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara yang memegang kekuasaan menurut undang-undang dan 
melaksanakan kebijakan Presiden dalam daerahnya, oleh karena itu 
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden menurut hierarki yang 
ada. 
Secara yuridis, daerah diberi kewenangan otonomi luas, tetapi 
dalam penyelenggaraannya, dominasi pemerintah pusat sangat kuat 
sehingga membuat sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1965 sangatlah sentralistis.  
5. Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 
Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak 
menyebutkan secara tegas asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala 
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Daerah, namun jika dipahami dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 
Undang-Undang ini, terdapat kata-kata dipillih dan dimusyawaratkan, 
maka dipilih disini menunjukkan proses menentukan seseorang dari 
beberapa orang calon. Dimusyawaratkan disini menunjukkan proses 
pengambilan keputusan dapat diartikan bahwa calon yang dipilih tidak 
melalui pemungutan suara, dilakukan secara aklamasi karena melihat dan 
menilai calon tersebut memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang 
Kepala Daerah. 
Selanjutnya mencermati peraturan pelaksana dari Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 
Tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan 
Kepala Daerah. Dalam Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri ini diatur bahwa Pemilihan calon Kepala Daerah dilakukan dalam 
rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihadiri sedik it-
dikitnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Jika 
hal ini tidak terpenuhi maka rapat pleno diundur dalam waktu selambat-
lambatnya 10 hari kemudian dengan ketentuan tidak terikat dengan 2/3 
dari jumlah anggota. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, 
dengan mengisi surat suara yang telah disediakan.  
Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 15 di 
atur sebagai berikut;79 
1) Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan oleh Dewan Perwakilan rakyat 
Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawaratkan dam 
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disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah/Pimpinan Fraksi-Fraksi di depan Menteri Dalam Negeri 
2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan 
oleh Dewan Perwakilam Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada 
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 (dua) 
orang untuk diangkat salah seorang diantaranya. 
 
Untuk Kepala daerah Tingkat II mekanisme nya sama dengan 
pemilihan Kepala Daerah Tingkat I tetapi calon tersebut dimusyawaratkan 
dan disepakati bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan Gubernur Kepala Daerah kemudian hasilnya diserahkan kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.80 Presiden dalam mengangkat  
Kepala Daerah Tingkat I dari 2 (dua) calon yang diajukan Dewan 
Perwakilan rakyat Daerah, tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh 
masing-masing calon, hal ini dikarenakan hak prerogatif dari Presiden.81 
Begitu pun juga Menteri Dalam Negeri yang bertindak atas nama Presiden 
dalam mengangkat Kepala Daerah Tingkat II juga tidak terikat pada 
jumlah suara masing-masing calon.82 
Jika melihat ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974, demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan semu. 
Hal ini dikarenakan masih kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam 
mengatur daerah tersebut, padahal seharusnya pusat hanya melakukan 
terobosan atau hanya mengambil jalan tengah ketika daerah mengalami 
jalan buntu. Seharusnya menurut penulis, ketika desentralisasi sudah 
digulirkan melalui undang-undang, maka konsekuensi yang timbul adalah 
pemerintah pusat harus menghormati, menghargai dan mengapresiasi 
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prakarsa daerah sepanjang hal itu tidak bertentangan atau sesuai dengan 
mekanisme dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk itu daerah harus mempersiapkan 
perangkat hukum yang mengatur tentang pemilihan dan penjaringan calon 
Kepala Daerah secara demokratis, sehingga menunjukkan proses hasil 
seleksi yang berkualitas sehingga mendapatkan seorang Kepala Daerah 
yang baik.  
Dengan demikian maka pusat tidak boleh melakukan tindakan 
sendiri yang menyimpang dari apa yang telah d iusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi pada undang-undang ini tidak demikian, 
ruang gerak pusat sangat dominan, tidak jarang calon Kepala Daerah 
sudah disiaplkan dari pusat sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tinggal merekomendasikan saja kepada Presiden atau Menteri Dalam 
Negeri untuk dilantik. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi 
perwakilan semu. 
6. Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 
 Desentralisasi pada daarnya adalah dimaksudkan untuk 
mendemokratisasikan Pemerintah Daerah. Masyrakat Daerah harus dapat 
dengan leluasa memiih kepada pemerintahannya sendiri, membentuk atau 
memilih lembaga perwakilannya sendiri, intervensi pemerintah pusat 
terhadap pemerintah daerah harus dikurangi dan dibatasi, sehingga 
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kemandirian daerah dapat benar-benar terwujud dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.  
Dalam konsep otonomi daerah seluas- luasnya ditandai dengan 
besarnya wewenang dan kemandirian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi kewenangan penuh dan secara 
mandiri dalam memlih calon Kepala Daerah yang kemudian diremiskan 
pengangkatannya oleh pemerintah pusat. Dewan Paerwakilan Rakyat 
Daerah juga berwenang meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah 
yang tidak memenuhi harapan rakyatnya. Dianamika demokratisasi ini 
ditandai dengan terjadinya reformasi dimana keinginan masyarakat akan 
perubahan sistem pemerintahan daerah sangat kuat. Hal ini ditandai 
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai 
pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 yakni;83 
1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui 
pemilihan secara bersamaan. 
2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui tahap pencalonan 
dan pemilihan. 
Dalam proses penjaringan bakal calon Kepala Dearah diatur 
sebagaimana dalam Pasal 37 sebagai berikut;84 
1) Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap 
fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal 
calonnya. 
2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengundang bakal 
calon yang dimaksud untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-
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rencana kebijakan apabila bakal calon tersebut terpilih sebagai 
Kepala Daerah. 
3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan tanya 
jawab dengan para bakal calon. 
4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pimpinan fraksi-
fraksi melakukan pemilihan atas kemampuan dan kepribadian para 
bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara 
menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah 
dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih salah satu 
pasang diantaranya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
 
Hal yang paling mencolok dalam pengaturan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terkait dengan 
demokratisasi kewenangan yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yakni mengenai pemilihan Kepala Daerah dan menyangkut 
proses legislasi di daerah yakni proses pembentukan peraturan daerah. 
Dalam hal mengenai pemilihan Kepala Daerah, diserahkan sepenuhya 
kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan 
dalam hal pembentukan peraturan daerah, tidak harus disahkan oleh 
pemerintah pusat. 
Pada dasarnya konsep seperti ini memberikan dampak positif 
sekaligus negatif juga. Kelebihannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah diberi kewenangan yang sangat dominan dalam proses pemilihan 
Kepala Daerah sebagai perwujudan dari otonomi yang seluas- luasnya. 
Tetapi kelemahannya adalah dimungkinkan timbulnya penyalahgunaan 
wewenang dan ketidak puasan masyarakat di daerah tersebut.  
7. Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 
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Implementasi dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 adalah lahirnya pssal 18 ayat (4) yang 
menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati,dan Walikota masing-masnig 
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,dan kota dipilih 
secara demokratis.” Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
Secara konstitusional Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang wakil 
gubernur, wakil bupati, wakil walikota. Tetapi di dalam Pasal 56 Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 diatur bahwa Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan 
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umu, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil. 
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, banyak terjadi pergeseran s istem 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya mengenai model 
pemilihan kepala daerah. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 
kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah 
dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian terjadi pergeseran 
yakni dari sistem demokrasi perwakilan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, bergeser menjadi demokrasi langsung yang 
dilakukan rakyat secara langsung. 
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Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga mengatur tentang 
lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah seperti di atur dalam 
Pasal 57 ayat (1) yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang 
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 dan 
Perkara No. 005/PUU-III/2005, maka penyelenggara pemilihan kepala 
daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikuatkan 
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 42 ayat (1) huruf (J) mengatur bahwa 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang 
untuk melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan 
Umum Daerah Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tetapi 
terkait dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika dilihat pada 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
salah satunya adalah mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah 
Terkait dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
dipilih dalam satu pasangan calon, hal ini terjadi benturan dengan Pasal 
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18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. 
Jadi secara kontekstual maka kepala daerah dipilih hanya calon kepala 
daerah saja tanpa disertai dengan wakil kepala daerah. 
Tabel: 1 
Perbandingan model pengisian jabatan Kepala Daerah dari beberapa Undang-












1. Membentuk Komite Nasional Daerah 
di seluruh karesidenan, kota bertonomi 
dan kabupaten serta diperlukan kecuali 
daerah Surakarta dan Yogyakarta.  
2. Komite Nasional Daerah selanjutnya 
dijadikan Badan Perwakilan Rakyat 
Daerah (BPRD) dengan tugas utama 
mengatur rumah tangga daerahnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan pemerintahan pusat dan 
pemerintahan yang tingkatannya lebih 
tinggi 
3. Komite Nasional Daerah memilih 
beberapa orang sebanyak-banyaknya 5 
orang sebagai badan eksekutif, yang 
bersama-sama dengan dan dipimpin 
oleh Kepala Daerah melaksanakan 
pemerintahan daerah. 
4. Ketua Badan Perwakilan Rakyat 
Daerah dijabat rangkap oleh Kepala 
Daerah sebagai kepala badan eksekutif 
Tidak jelas 
ketentuannya apakah 





Daerah, jika ketua 
Badan Perwakilan 
Rakyat Daerah 




maka ini berarti 









1. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) tersusun dalam tiga tingkatan 
yakni Propinsi, Kabupaten (kota 
besar), dan Desa (kota kecil) yang 
dimana masing-masing berhal 
mengurus dan mengatur rumah 
tangganya sendiri. 
2. Pemerintah daerah terdiri dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan 
Pemerintah Daerah. 
3. Dewan Pemertintah daerah dipilih oleh 
1. Diajukan oleh 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah di 
masing-masing 
daerah tingkatan. 








dan dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah atas dasar perwakilan 
berimbang. 
4. Kepala Daerah menjabat ketua dan 
anggota Dewan Pemerintah Daerah.  
5. Dilihat secara kontekstual jika Kepala 
Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden 
maka ia bertanggung jawab kepada 
Preside, begitupun dengan daerah yang 
tingkatannya berada dibawahnya sssuai 
dengan hierarki. 
orang. 
3. Kepala Daerah 
Propinsi diangkat 
oleh Presiden. 
4. Kepala Daerah 
kabupaten kota 
besar diangkat oleh 
Menteri dalam 
Negeri. 
5. Kepala Daerah 









1. Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dibagi dalam daerah 
provinsi, dibagi dalam daerah provinsi, 
kabupaten dan kota bersifat otonomi.  
2. Daerah-daerah terebut masing-masing 
memiliki hubungan hierarki.  
3. Daerah otonomi provinsi juga 
berkedudukan sebagai daerah 
administratif. 
4. Pemerimtah Daerah terdiri dari Kepala 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 
5. Kepala Daerah dibantu oleh badan 
Pemerintah Daerah dengan anggota 3-5 
orang. 
6. Sebagai alat pusat, gubernur 
bertanggung jawab kepada Presiden 
dan bupati/walikota bertanggung jawab 
kepada Menteri dalam Negeri.  




























1. Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dibagi dalam daerah 
tingkat I, tingkat II, dan tingkat III.  
2. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 
3. Kepala daerah bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri menurut hierarkinya.  
4. Kepala daerah dibantu oleh wakil 
kepala daerah dalam menjalankan 




2. Kepala Daerah 
tingkat I diangkat 
dan diberhentikan 
oleh Presiden. 
3. Kepala daerah 





5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah terdiri dari seorang Ketua dan 
beberapa Wakil ketua sampai terjadi 
poros Nasakom. 
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 






4. Kepala Daerah 
tingkat III diangkat 
dan diberhentikan 
oleh Kepala 























1. Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dilaksanakan berdasar atas 
asas desentralisasi dengan dibnetuk 
daerah tingkat I dan daerah tingkat II.  
2. Memakai prinsip otonomi yang nyata 
dan bertanggung jawab. 
3. Pemerintahan daerah adalah Kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat 
Daerah. 
4. Titik berat otonomi daerah diletakkan 
pada daerah tingkat II. 
5. Pengisian jabatan wakil kepala daerah 
dilakukan menurut kebutuhan. 
6. Wakil kepala derah bertugas 
membantu kepala daerah dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya.  
1. Dicalonkan dan 
dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat 




















Daerah Tingkat II. 
3. Dipilih dari 
sedikitnya 3 orang 
calon dan paling 
banyak 5 calon. 
4. Presiden dalam  
mengangkat kepala 
daerah tingkat I 
tidak terikat pada 
jumlah suara yang 
diperoleh masing-
masing calon 




5. Menteri Dalam 
Negeri yang dalam 
hal ini bertindak 
atas nama Presiden  
dalam mengangkat 
kepala daerah 
tingkat II tidak 









1. Wialayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dibagi dalam daerah 
propinsi, daerah kabupaten, dan daerah 
kota yang bersifat otonom yang dimana 
diantara ketiganya tidak ada hubungan 
hierarki. 
2. Daerah propinsi berkedudukan sebagai 
wilayah administrasi. 
3. Dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai Badan Legislatif 
Daerah dan Pemerintah daerah sebagai 
Badan Eksekutif Daerah. 
4. Pemerintahan Daerah terdiri atas 
kepala Daerah beserta perangkat 
Daerah lainnya. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
berkedudukan sejajar dan menjadi 
mitra dari Pemerintah Daerah. 
6. Kepala Daerah diabntu oleh seorang 
wakil kepala daerah. 
7. Dalam menjalankan tugas dan 
1. Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala 











kewenangan sebagai Kepala Daerah, 
Gubernur bertanggung jawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi, tetapi selaku wakil 
pemerintah, gubernur berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada 
Presiden. 
8. Kepala Daerah Kabupaten/Kota 
bertanggung jawab kepada Dewan 







1. Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah 
provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi 
atas kabupaten dan kota yang masing-
masing mempunyai pemerintahan 
daerah yang melaksanakan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 
2. Pemerintahan daerah terdiri dari 
pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
3. Pemerintah daerah terdiri dari kepala 
daerah dan perangkat daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
merupakan lembaga perwakilan rakyat 
daerah dan berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dipilih dalam satu pasangan calon yang 
dilaksanakan secara demokratis 
berdasarkan asas langsung, 
umum,bebas,rahasia,jujur dan adil.  









2. Pemilihan kepala 




























B. Jenis Model Pemilihan Kepala Daerah 
1. Pemilihan Kepala Daerah dengan Model Perwakilan 
Dalam konsep kedaulatan rakyat, tentu rakyat mempunyai 
kekuasaan untuk menentukan baik sistem maupun proses pemilihan 
pimpinannya, tentunya harus didasarkan pada rasional ideologi bangsa 
yang telah disepakati sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Wadah 
untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu dinamakan demokrasi, 
demokrasi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak 
langsung.85 Tinggal memilih  mana yang memang sesuai dengan kondisi, 
manfaat, efisiensi, efektifitas bagi suatu bangsa yang menerapkannya. 
Demokrasi tersebut pilihan, tetapi landasannya seperti tadi, jika salah 
menerapkannya maka akan menimbulkan dampak negatif bagi 
rakyatnya.86 
Konsep dasar konstitusi sudah pada tataran rasionalitas, artinya kita 
tinggal melihat kelemahan pengaturannya dimana kita bisa memperbaiki 
kelemahan tersebut sehingga mekanisme proses model perwakilan ini 
dapat berjalan secara demokratis. Misalnya dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999, Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sebagai penjabaran dari otonomi yang luas. Persoalan 
yang timbul disini bukan pada sistem perwakilannya tetapi terletak pada 
pengaturan mekanisme operasioanalnya yang kurang lengkap sehingga 
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dimungkinkan adanya celah yang tidak transparan, sehingga masyarakat 
tidak bisa ikut mengkrontrolnya, padahal dalam konsep kedaulatan rakyat, 
rakyatlah yang memegang penuh kekuasaan.  
Kelemahan dari model pemilihan kepala daerah secara perwakilan 
secara teoritis adalah sebagai berikut;87 
a. Rakyat tidak bisa memilih secara langsung (one man one vote) 
b. Adanya dominasi kekuatan dari partai penguasa atau partai besar.  
c. Ketika mekanisme pemilihan calon kepala daerah tidak jelas dan 
tidak transparan, maka jelas akan menghasilkan kepala daerah yang 
tidak berkualitas. 
d. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi lebih tinggi 
daripada kepala daerah itu sendiri.  
Sedangkan kelebihan dari model pemilihan kepala daerah secara 
perwakilan secara teoritisadalah sebagai berikut; 
a. Jika mekanisme ditata secara baik, jelas dan transparan, maka akan 
didapatkan kepala daerah yang baik pula.  
b. Biaya demokrasi relatif lebih hemat dibandingkan dengan 
pemilihan secara langsung. 
c. Tidak menimbulkan konflik antar pendukung yang sering kali 
menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. 
d. Birokrasi pemerintahan daerah dapat berjalan stabil kaena tidak ada 
keterlibatan pejabat pegawai negeri sipil pada saat pemilihan 
kepala daerah. 
                                                                 
87
 Ibid, hlm. 186. 
79 
 
e. Dana yang begitu besar karena untuk menyelenggarakan pemilihan 
kepala daerah secara langsung, bisa dialokasikan untuk 
menigkatkan kesejahteraan terutama tentang pelayanan dasar 
seperti kesehatan, pendidikan dan penigkatan ekonomi masyarakat 
di daerah tersebut. 
2. Pemilihan Kepala Daerah dengan Model Pemilihan Langsung 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan 
kewenangan yang sangat besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
sementara sumber daya manusia saat itu kurang berkualitas, maka terjadi 
banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
menyalahgunakan wewenangnya. Dalam kaitannya dengan pemilihan 
kepala daerah, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini 
memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk mencalonkan dan memilih kepala daerah. Kewenangan ini banyak 
yang disalahgunakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
mencari uang dalam pemilihan kepala daerah. Karena dalam undang-
undang ini tidak jelas mengatur mekanisme proses pencalonan, sehingga 
tidak ada mekanisme kontrol publik oleh masyarakat daerah tersebut. 
Dengan demikian peran serta oleh partai besar yang ada di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menjadi salah satu kunci kemenangan kepala 
daerah. 
Pada akhirnya terjadi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan 
masyarakat daerah dengan model pemilihan kepala daerah secara 
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perwakilan. Maka digantilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan model pemilihan 
kepala daerahnya juga berganti yang dulunya menggunakan model 
perwakilan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini 
menggunakan model pemilihan secara langsung, tentu hal ini merupakan 
terobosan baru dalam sistem demokrasi di Indonesia.  
Model pemilihan secara langsung ini diterapkan pertama kali pada 
pemilihan kepala daerah tahun 2005, antusiasme masyarakat akan model 
pemilihan secara langsung ini sangat tinggi, tetapi apa yang terjadi pada 
model pemilihan langsung ini kebebasan yang diberikan menjadi tidak 
terkontrol lagi, semua calon kepala daerah melakukan money politics, dan 
masing-masing pendukung calon menjadi sangat fanatis buta. Ketika 
pemilihan sudah selesai, calon yang kalah dalam pemilihan mencari 
kesalahan calon yang memenangkan pemilihan tersebut, dan yang terjadi 
ialah hampir setiap pemilihan kepala daerah. Apalagi setelah pemilihan 
kepala daerah masuk dalam rezim pemilu, maka peradilannya bergeser 
dialihkan pada Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 2008 saja, Mahkamah 
Konstitusi menangani sengketa pemilihan Kepala Daerah.88 
Kelemahan dari model pemilihan kepala daerah secara langsung 
adalah sebagai berikut; 
a. Pemilihan kepala daerah secara langsung sangat kecil 
kemungkinannya untuk menghasilkan kepala daerah yang baik. 
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Dikarenakan adanya politik uang dalam proses pencalonan hingga 
saat sudah selesai pemilihannya. 
b. Pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana yang 
sangat besar, baik dana dari pemerintah sendiri maupun dana dari 
calon kepala daerah itu sendiri.  
c. Birokrasi menjadi tidak stabil, sistem pelayanan publik menjadi 
kacau dikarenakan banyak pegawai negeri sipil yang menjadi 
pendukung dari salah calon kepala daerah.  
d. Pembangunan didaerah menjadi lambat, kalaupun ada 
pembangunan di daerah tersebut pasti ujungnya terdapat korupsi 
yang melibatkan kepala daerah terpilih tadi.  
e. Menyebabkan kecenderungan korupsi yang dilakukan Kepala 
Daerah.89 
Tabel. 2 
 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Pemilukada 2010 




1. Sumatera Utara 22 Rp 326.702.028.688 
2. Papua  21 Rp 172.602.165.242 
3. Jawa Timur 18 Rp 349.941.489.680 
4. Jawa Tengah  17 Rp 236.003.962.114 
5. Sumatera Barat 13 Rp 174.196.816.278 
6. Sulawesi Selatan 11 Rp 115.098.063.800 
7. Lampung  10 Rp 147.789.382.500 
8. Papua Barat 9 Rp 126.650.000.000 
9. Bengkulu 9 Rp 126.700.000.000 
10. Nusa Tenggara Timur 8 Rp 89.453.874.208 
11. Maluku Utara  8 Rp 79.509.633.322 
12. Kalimantan Selatan 7 Rp 146.871.751.050 
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13. Sulawesi Utara 7 Rp 170.276.103.800 
14. Nusa Tenggara Barat 7 Rp 86.931.655.760 
15. Kalimantan Barat 6 Rp 66.386.307.272 
16. Kalimantan Timur  6 Rp 148.550.000.000 
17. Bali 6 Rp 64.413.652.580 
18. Sumatera Selatan 5 Rp 79.600.000.000 
19. Jawa Barat 5 Rp 158.667.460.454 
20. Sulawesi Tengah 5 Rp 51.265.000.000 
21. Sulawesi Tenggara 5 Rp 42.000.000.000 
22. Riau 4 Rp 52.000.000.000 
23. Kepulauan Bangka Belitung 4 Rp 26.981.079.273 
24. Banten  4 Rp 77.261.890.434 
25. Maluku 4 Rp 32.317.475.360 
26. Jambi 3 Rp 80.373.761.533 
27. Kepulauan Riau 3 Rp 65.661.003.800 
28. DIY 3 Rp 43.633.408.088 
29. Gorontalo 3 Rp 33.652.810.000 
30. Kalimantan Tengah  2 Rp 107.608.400.000 





Adapun kelebihan dari model pemilihan kepala daerah secara 
langsung adalah sebagai berikut; 
a. Setiap individu dapat melaksanakan keinginannya secara langsung 
untuk memilih kepala daerahnya sesuai dengan hati nuraninya (one 
man one vote). 
b. Jika sistem ini didasari dengan mekanisme yang baik, pendidikan 
politik yang baik, tingkat persaingan yang secara jujur dan 
konsekuen maka aka menghasilkan kepala daerah yang baik.  
c. Terdapat kompetisi yang terbuka, kesempatan calon kepala daerah 
yang mempunyai modal besar memliki peluang berhasil lebih 
besar. 
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Perbandingan kelemahan dan kelebihan model pemilihan kepala daerah 
Model Pemilihan Kelemahan Kelebihan 
Secara Model 
Perwakilan 
1. Tidak mendapat suara 
langsung dari rakyat (one man 
one vote). 
2. Adanya kecenderungan 
dominasi dari partai besar. 
3. Ketika mekanisme proses 
pemilihan Kepala Daerah 
tersebut tidak jelas dan tidak 
transparan, maka akan 
menghasilkan kepala daerah 
yang tidak baik pula. 
4. Kedudukan Kepala Daerah 
yang lemah dibanding Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
karena begitu besarnya 
wewenang dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
tersebut. 
5. Adanya kecenderungan untuk 




1. Jika mekanisme ditata 
secara baik maka akan 
menghasilkan kepala 
daerah yang baik pula. 
2. Dana yang dibutuhkan 
tidak sebesar yang 
dibutuhkan bila dilakukan 
pemilihan secara langsung. 
3. Jika mekanismenya 
dilakukan secara 
transparan maka rakyat 
dapat melakukan kontrol 
publik terhadap pemilihan 
kepala daerah tersebut. 
4. Dana yang dikeluarkan 
untuk alokasi pemilihan 






5. Dapat menghindarkan 
gesekan antar pendukung 
dari masing-masing calon. 
6. Birokrasi di pemerintah 
daerah dapat stabil karena 
tidak adanya keterlibatan 
pegawai negeri sipil yang 
mendukung calon kepala 
daerah saat pemilihan. 
Model Pemilihan 
Secara Langsung 
1. Pemilihan kepala daerah 
secara langsung membutuhkan 
biaya yang sangat banyak baik 
dari pemerintah maupun calon 
kepala daerah itu sendiri.  
2. Birokrasi tidak stabil, 
pelayanan masyarakat 
terganggu karena adanya 
pegawai negeri sipil yang 
menjadi pendukung dari calon 
kepala daerah. 
3. Menghasilkan kepala daerah 
1. Rakyat dapat 
menggunakan suaranya 
secara langsung (one man 
one vote). 
2. Jika mekanisme pemilihan 
secara langsung ini 
dilakukan dengan baik dan 
disertai adanya pendidikan 
politik yang baik dan 
tingkat persaingan yang 
adil dan konsekuen maka 
dapat menghasilkan kepala 
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yang cenderung korupsi.  
4. Pembangunan di daerah 
menjadi lambat karena 
banyaknya uang negara yang 
di korupsi oleh kepala 
daerahnya. 
5. Masyarakat di daerah menjadi 
lebih pragmatis dan 
materalistis, karena 
kecenderungan untuk memilih 
kepala daerah yang 
mempunyai uang banyak. 
daerah yang baik pula. 
Sumber : Diolah Penulis 
C. Interpretasi Makna Demokratis Dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab diatas terdapat 2 (dua) 
jenis model pemilihan kepala daerah, yakni model pemilihan secara 
langsung dengan kelebihan dan kelemahannya dan model pemilihan 
kepala daerah secara perwakilan juga dengan kelebihan dan 
kelemahannya. Sebagaiman dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi : 
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis” 
 
Makna demokratis sendiri didalam risalah sidang pleno ke-II 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang pembahasan amandemen ke-II 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya peran serta aktif dari 
masyarakat daerah tersebut.  
Pada negara yang menganut sistem demokrasi mensyaratkan 
bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Pada Negara Indonesia dalam 
ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia 1945 pemegang kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Tetapi 
kedaulatan rakyat di Indonesia sendiri dibatasi oleh nilai-nilai Ketuhanan 
Yang Maha Esa, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil 
dan beradab, kedaulatan rakyat sebagai dasar persatuan Indonesia, 
berkedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia91. Semua hal yang menjadi pembatas 
kedaulatan rakyat di Indonesia ini adalah ideologi Pancasila. 
Menurut penulis sendiri makna demokratis dalam pasal 18 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah dengan 
model pemilihan kepala daerah secara perwakilan. Yang dimaksudkan 
perwakilan disini bukanlah murni atau langsung saja kepala daerah dipilih 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga memasukkan peran 
serta aktif dari masyarakat yakni melalui mekanisme uji publik.  
Karena menurut penulis demokrasi dengan model secara 
perwakilan yang dimodifikasi ini bukanlah suatu kemunduran melainkan 
adalah suatu terobosan yang baru dan dinamis tetapi masih tetap berada 
dalam bingkai konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, 
(Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hlm. 129  
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D. Hubungan Kepala Daerah Dengan Presiden Dalam Konteks 
Pemilihan Kepala Daerah 
Pemahaman akan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus 
diartikan secara utuh tidak hanya secara parsial atau setengah saja. Oleh 
karenanya dalam kaitannya dengan otonomi daerah juga tetap harus 
dilihat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 
Negara Kesatuan seperti Indonesia ini pada hakekatnya satu yakni pada 
pusat dengan hierarki sampai pada pemerintahan terendah. Tentu 
pemerintah pusat dalam hal ini dipimpin oleh Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.92 Karena akan 
besarnya tugas yang diemban seorang Presiden, maka oleh Konstitusi, 
Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan 
kewajibannya.93 Selanjutnya secara fungsional seorang Presiden tidak 
dapat menjalankan pemerintah pusat sendiri, maka Presiden tersebut 
dibantu oleh menteri-menteri negara.94 
Jika mencermati ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 secara konseptual, ada suatu hubungan yang 
terputus. Hal ini dapat dilihat dari uraian diatas yakni Presiden dibantu 
oleh seorang Wakil Presiden, dalam menjalankan fungsi di bidang-bidang 
urusan pemerintahan seorang Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri 
Negara. Tetapi dalam dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
tidak dinyatakan dibantu oleh seorang kepala daerah.  
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 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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Hal tersebut secara konstitusional dicantumkan dalam Pasa l 18 
ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabbupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi,kabupaten dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatus 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 
 
Jika mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (1 dan 2), bahwa Negara 
Indonesia ini dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten/kota yang 
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah sendiri dan menjalankan 
urusan daerahnya sendiri berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Hubungan pusat dan daerah disini hanya bersifat koordinasi saja. 
Pada Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengatur urusan Pusat sangat limitatif yakni meliputi politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. 
Sementara daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan.  
Hubungan Presiden dengan Kepala Daerah dalam konteks 
pemilihan Kepala Daerah secara langsung seperti yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah terletak pada Pasal 37 
bahwa Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai 
wakil Pemerintah di wilayah Provinsi yang bersangkutan. Ini berarti 
bahwa Gubernur itu adalah juga kepanjangan tangan dari pemerintah 
pusat yang menjalankan asas tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi 
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yang mempunyai hubungan secara koordinasi dengan Presiden sebagai 
pemegang pemerintah pusat.  
Selanjutnya terkait dengan Model Pemilihan Kepala Daerah, 
bahawa Presiden tidak dapat ikut berperan dalam menentukan Kepala 
daerah, oleh karena itu presiden tidak dapat menjangkau jika kepala 
daerah dalam melakukan kebijakan bertentangan dengan kebijakan 
pemerintah pusat. 
Tabel.4 
Pengaturan Posisi Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 
No. Kewenangan  
1. Gubernur yang karena kedudukannya selaku wakil pemerintah di wilayah 
provinsi yang bersangkutan, bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 37 
ayat 1 dan 2) 
2 Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan Bupati/walikota 
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (Pasal 27 ayat (3)).  
3. Pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota. (Pasal 38 ayat 1) 
4. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. (Pasal 38 ayat 2) 
5. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan 
di daerah provinsi dan kabupaten/kota. (Pasal 38 ayat 3) 
6. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan 
rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum 
ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (Pasal 185 ayat 1) 
7. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui 
bersama dan rancangan Peraturan Bupati/walikota tentang penjabaran 
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari 
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. (Pasal 186 ayat 1) 





E. Hubungan Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah 
Sebagai pimpinan dwi tunggal di daerah, kepala daerah dan wakil 
kepala daerah harus harmonis. Hal ini merupakan salah satu faktor 
penentu keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
Jabatan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah 
adalah hanya sebatas pelengkap bagi jabatan kepala daerah dan 
merupakan jabatan politis. Tugas utama dari wakil kepala daerah 
membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Pada beberapa 
undang-undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaturan 
yang berbeda-beda terkait cara pengisian jabatan wakil kepala daerah 
tersebut. Dalam Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959, Kepala Daerah 
tidak memiliki wakil kecuali Kepala Daerah Istimewa yang mempunyai 
Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, 
wakil kepala daerah diangkat dari sedikitnya dua orang calon dan 
sebanyak-banyaknya lima orang calon yang diajukan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, yang kemudian diangkat oleh Presiden untuk daerah 
tingkat I, Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat II, dan Kepala 
Daerah tingkat I untuk daerah tingkat III. Selanjutnya dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur bahwa wakil kepala daerah 
diambilkan dari Pegawai Negeri  Sipil yang telah memenuhi syarat, 
jabatan wakil kepala daerah disini merupakan jabatan karir. Berbeda lagi 
pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, wakil 
kepala daerah dicalonkan berpasangan dengan kepala daerah dan dipilih 
90 
 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, wakil kepala daerah juga dicalonkan 
berpasangan dengan kepala daerah dan dipilih secara langsung oleh 
rakyat. 
Berdasarkan beberapa ketentuan undang-undang diatas, pada 
prinsipnya walaupun cara pengisiannya berbeda tetapi fungsi utama dari 
wakil kepala daerah adalah sama yaitu membantu kepala daerah dalam 
menjalankan tugasnya. Tugas wakil kepala daerah terdapat dalam pasal 26 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut : 
(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas : 
a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 
daerah; 
b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan 
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau 
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan 
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta megupayakan 
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan 
hidup; 
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 
d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala 
daerah kabupaten/kota; 
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada daerah dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; 
f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 
diberikan oleh kepala daerah; dan 
g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 
daerah berhalangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.  
(3) Wakil kepala daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis 
masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 
(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.  
 
Walaupun sedikit lebih jelas tentang tugas wakil kepala daerah 
tersebut, tetapi dalam kenyataan yang sebenarnya kedudukan wakil kepala 
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daerah tidak lebih dari pembantu atau bahkan subordinate dari kepala 
daerah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 26 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 diatas, bahwa penekanan tugas wakil kepala 
daerah pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi, memfasilitasi, 
pembinaan dan pengawasan, monitoring serta tugas-tugas lain yang 
sebenarnya dapat dilaksanakan oleh dinas daerah ataupun lembaga teknis 
daerah. 
Meskipun demikian pembagian tugas, wewenang dan kewajiban 
antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah merupakan wilayah 
yang rawan konflik, apabila tidak diatur secara tegas dan rinci dalam 
ketentuan perundang-undangan yang kuat kedudukannya. Pembagian 
tugas antara Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dapat dilakukan 
dengan 3 (tiga) pola yaitu :95 
a) Diatur secara rinci dalam Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah. 
b) Diatur Prinsip-prinsipnya di dalam Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah, kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan 
kepala daerah. 
c) Tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah, tetapi lebih merupakan gentlemen agreement diantara 
dua orang yang dibuat pada saat bersama dalam pilkada.  
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Kelebihan dan kelemahan jabatan wakil kepala daerah 
Kelebihan Kelemahan 
1.  Beban dan Kerumitan 
Pekerjaan Kepala Daerah. 
1. Efisiensi dan efektifitas 
Pemerintahan di Daerah 
2. Tidak ada kerugian 
konstitusional. 
2. Konflik Kepentingan maupun 
Konflik Politik antara Kepala 
daerah dan wakil kepala daerah 
3. Kaderisasi pejabat publik. 3. Alasan Konstitusional.  
Sumber : Materi Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah (telah dio lah)
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Tetapi kedudukan wakil kepala daerah juga sangat penting apabila 
kepala daerah berhalangan sementara atau tetap untuk melanjutkan 
tugasnya sebagai kepala daerah maka dibutuhkanlah pelaksana tugas dari 
kepala daerah tersebut. Maka kedudukan wakil kepala daerah dianggap 
butuh untuk mengatasi masalah ini.  
F. Rekonstruksi Model Pemilihan Kepala Daerah di Masa yang Akan 
Datang 
Asas otonomi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah 
dalam negara kesatuan memang tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena 
tidak mungkin pemerintah pusat secara keseluruhan dapat menangani 
semua urusan dalam kondisi wilayah yang sangat luas, penduduk begitu 
besar jumlahnya dan persoalan di masyarakat yang begitu kompleks. 
Maka sistem desentralisasi merupakan yang paling tepat sebagai solusinya 
untuk kondisi tersebut. Penyelenggaran pemerintahan daerah saat ini yang 
menjadi persoalannnya adalah bagaimana sistem pengisian jabatan kepala 
daerahnya, kalau otonominya secara konstitusional sudah tepat. Dalam 





mencari model pengisian kepala daerah haruslah dibangun suatu 
konstruksi yang bersinergi antara pemerintah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan tujuan diadakannya otonomi daerah itu sendiri. Jika 
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945, terdapat kata dipilih secara demokratis. 
Demokratis yang dimaksud Pasal 18 ayat (4) tersebut dapat ditafsirkan 
yakni pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara perwakilan. 
Arti kata demokratis disini sebenarnya harus ada partisipatif aktif dari 
rakyat sebagai pemegang kekuasaan. 
Beberapa pertimbangan yang mendorong untuk rekonstruksi 
pemilihan kepala daerah secara perwakilan dengan partisipasi aktif rakyat;  
1. Faktor efisiensi dan efektifitas 
Pemilihan kepala daerah secara langsung yang sudah 
berjalan mulai tahun 2005 hingga sekarang ini, dalam 
penyelenggaraannya tidak efisien. Letak ketidakefisiennya terletak 
pada faktor biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pemilihan 
kepala daerah secara langsung sangat besar. Baik biaya yang 
dikeluarkan calon kepala daerah maupun pemerintah daerah itu 
sendiri. Akibatnya banyak kepala daerah terpilih yang memikirkan 
untuk mencari kembali uang yang telah dikeluarkaannya selama 
masa pemilihaannya tadi. Yang selanjutnya pemerintahan yang 
terbentuk nantinya juga tidak efektif. Kepala daerah terpilih 
tersebut juga tidak terlalu berfikir untuk mensejahterakan rakyat 
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didaerah yang dipimpinnya tersebut, hanya berpikir untuk mencari 
kekuasaan dan kekayaan pribadinya.  
Apabila mencermati Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah harus lah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan 
Negara yang salah satunya adalah asas efisien dan asas efektifitas. 
Jika kecenderungan yang terjadi sekarang banyak kepala daerah 
yang dihasilkan dari pemilihan secara langsung banyak yang 
tersandung kasus korupsi maka ini dapat dikatakan jalannya 






















Beberapa hal yang membuat pemilihan kepala daerah lebih 
efektif dan lebih efisien; 
1. Tidak perlu mencetak kartu suara yang dananya sangat 
mahal, karena yang memilih kepala daerah adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 
2. Wakil kepala daerah tidak perlu dipilih langsung secara 
berpasangan, karena di dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 tidak mengaturnya, wakil 
kepala daerah mengajukan 2 calon nama dari golongan 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk dipilih 
salah satunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
setempat. 
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 2012 2013 2014 Jumlah 
Anggota DPR dan 
DPRD 
0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 0 73 
Kepala 
Lembaga/Kementrian 
0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 4 15 
Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 
Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 
Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 10 
Walikota/Bupati dan 
Wakil 
0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 1 36 
Eselon I/II/III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 1 115 
Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10 
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 2 96 
Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 1 41 
Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 11 407 
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2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Dengan Mekanisme Uji Publik 
Dalam kaitan dengan rekonstruksi pemilihan kepala daerah, 
ada berbagai pendapat yang memberikan ide untuk dipilih lagi oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada yang berpendapat 
pemilukada serentak. Pendapat itu semua didasarkan atas penilaian 
kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemilukada yang berjalan 
selama ini. Sampai saat ini belum menemukan model pemilihan 
kepala daerah yang dianggap cocok, dan masih mencari model 
yang ideal. 
Penulis berpikir pada teori demokrasi, teori desentralisasi 
dan teori pemilu, maka dalam pemilihan kepala daerah dan 
menggabungkan antara model pemilihan secara langsung dan 
secara perwakilan. Secara mekanik tentu kepala daerah dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi hal itu belum ada 
penyeimbangnya, maka disinilah diperlukan peran serta aktif dari 
masyarakat yang dalam hal ini bisa menggunakan uji publik. Uji 
publik disini bertujuan untuk menyeimbangkan sistem mekanik 
diatas tadi. Dengan uji publik disini dapat ditakar integritas dan 
kemampuan kepemimpinan dari bakal calon kepala daerah 
tersebut.97 Selain itu uji publik ini menurut Ketua Komisi II Dewan 
Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar Sudarsa juga dapat untuk 
                                                                 
97 www.radarlampung.co.id/read/politika/67200-uji-publik-hindari-politik-d inasti- diakses pada 
tanggal 9 Juli 2014 pukul 22.49 WIB 
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menghindari dari dinasti politik98 yang selama ini dialami oleh 
Gubernur Jawa Barat Ratu Atut.  
Uji publik disini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 
Umum Daerah setempat 6 bulan sebelum habis masa jabatan 
kepala daerah setempat, dengan membentuk tim panel yang 
beranggotakan 7 orang anggota yang terdiri dari : 3 orang 
akademisi, 3 orang tokoh masyarakat setempat dan 1 orang 
anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Yang 
dibolehkan mendaftar menjadi bakal calon kepala daerah haruslah 
berpendidikan minimal S-1 untuk bakal calon Walikota/Bupati dan 
minimal S-2 untuk bakal calon Gubernur. Uji publik ini berisikan 
masukan dari masyarakat daerah tersebut mengenai masing-masing 
bakal calon kepala daerah tersebut. Hasil dari uji publik ini 
kemudian dimuat di media massa setempat. Bakal calon yang lulus 
uji publik ini dapat kemudian maju sebagai calon kepala daerah 
baik secara independen, diusung partai politik, atau gabungan 
partai politik. Jadi hanya bakal calon yang lulus uji publik yang 
dapat menjadi calon kepala daerah. Jadi masyarakat dapat 
mengetahui calon pemimpin daerahnya lebih dini dan dipastikan 
mempunyai kompetensi dan integritas untuk memimpin daerah 
tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat terpilih kepala daerah 
yang berkualitas. 
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  http://m.b ijaks.net/news/article/7-27943/komisi-ii-usulkan-u ji-publik-calon-kepala-daerah 
diakses pada 9 Juli 2014 pukul 22.50 WIB 
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Mekanisme pemilihan kepala daerah ini diselenggarakan 
melalui oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Komisi Pemilihan 
Umum Daerah (KPUD) menyelenggarakan pemilihan tahap 
pertama dan kedua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menyelenggarakan pemilihan tahap ketiga. Mekanisme 
pemilihannya sebagai berikut; 
a) Pemilihan tahap pertama (Uji Publik oleh Komisi 
Pemilihan Umum Daerah); 
1. Pengumuman pendaftaran uji publik bakal calon kepala 
daerah yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa 
jabatan kepala daerah habis; 
2. Pendaftaran uji publik bakal calon kepala daerah; 
3. Verifikasi persyaratan bakal calon kepala daerah; 
4. Pelaksanaan uji publik selama 1 (satu) bulan dengan cara 
Komisi Pemilihan Umum Daerah meminta masyarakat 
untuk memberi masukan tentang bakal calon yang 
mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah tersebut; 
5. Tim Panel tersebut mengadakan sidang untuk menentukan 
bakal calon yang lolos, maksimal 2 minggu  setelah hari 
terakhir batas pemberian masukan dari masyarakat. 
6. Pengumuman bakal calon yang lulus uji publik yang 
dimuat di media massa setempat; 
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b) Pemilihan tahap kedua oleh Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD); 
1. Pengumuman pendaftaran calon kepala daerah yang telah 
lulus uji publik; 
2. Pendaftaran calon kepala daerah baik secara perseorangan 
maupun yang diusung partai politik ataupun gabungan 
partai politik; 
3. Verifikasi jumlah dukungan calon kepala daerah 
perseorangan; 
4. Penetapan nama-nama calon kepala daerah; 
5. Kampanye dan debat terbuka penyampaian visi misi 
masing-masing calon kepala daerah; 
c) Pemilihan tahap ketiga oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD); 
1. Pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh 
semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
setempat; 
2. Suara terbanyak dari hasil penghitungan tersebut kemudian 
disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
setempat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
untuk Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui 





3. Syarat-syarat calon kepala daerah 
Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 58 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 huruf a s/d n tentang syarat calon kepala 
daerah, penulis berpikir perlu adanya penambahan beberapa syarat 
antara lain; 
1. Calon kepala daerah Bupati/Walikota haruslah 
berpendidikan minimal Sarjana (S-1) dan minimal 
Magister (S-2) bagi calon kepala daerah Gubernur; 
2. Calon kepala daerah minimal harus berdomisili selama 5 
tahun berturut-turut di daerah tersebut, hal ini dibuktikan 
dengan surat keterangan domisili dari Dinas Catatan Sipil 
dan Kependudukan setempat; 
Dengan model pemilihan kepala daerah diatas diharapkan 
dapat dihasilkan kepala daerah yang mempunyai kompetensi dan 
diharapkan mampu memipin daerah tersebut dengan baik yang 
tidak mudah tersandung kasus korupsi.  
4. Alternatif Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah 
Jabatan wakil kepala daerah disini bukanlah jabatan politis 
melainkan pejabat negara bukan seperti pada peraturan Undang-
Udnang Nomor 32 Tahun 2004 sekarang ini. Bisa dimungkinkan 
suatu daerah tersebut membutuhkan wakil kepala daerah bisa juga 
daerah tersebut tidak memerlukan wakil kepala daerah, jadi 
pengisian jabatan wakil kepala daerah tergantung dari kepala 
daerah. Apabila kepala daerah membutuhkan wakil kepala daerah, 
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maka Kepala Daerah tersebut dapat mengajukan 2 (dua) calon dari 
golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan eselon Ib99 untuk 
Wakil Kepala Daerah Provinsi dan eselon dan eselon IIa100 untuk 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian calon tersebut 
diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan uji 
kelayakan dan kepatutan yang kemudian dipilih salah 1 (satu) 
diantaranya untuk disetujui dan dilantik menjadi Wakil Kepala 
Daerah Provinsi dan diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan uji 
kelayakan dan kepatutan yang kemudian dipilih salah 1 (satu) 
diantaranya untuk disetujui dan dilantik menjadi Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten/Kota.  
Mengenai tugas pokok dan fungsi wakil kepala daerah disini 
antara lain sebagai berikut; 
1. Melakukan pengawasan terhadap dinas-dinas di daerah dan 
lembaga teknis daerah; 
2. Memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk  
memutasi kepala dinas di daerah dan  kepala lembaga teknis 
daerah apabila kinerjanya dinilai tidak maksimal; 
3. Memberikan masukan serta rekomendasi kepada kepala 
daerah terkait rencana pembangunan di daerah tersebut; 
4. Menyusun kebijakan daerah bersama sekretaris daerah dan 
koordinasi dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 
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 Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah 
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5. Melaksanakan wewenang delegasi dan mandat yang 
diberikan kepala daerah; 
6. Menjadi pelaksana tugas dari kepala daerah apabila kepala 
daerah tersebut berhalangan sementara; 
